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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
       Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata 
karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan 
kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semat-
mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat 
universal dan juga tidak dapat dicabut (inalieable). Artinya seburuk apapun 
perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya 
perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu 
tetap memenuhi hak-hak tersebut. Hak itu melekat pada dirinya sebagai 
makhluk insani.  
       Asal usul gagasan hak asasi manusia ini bersumber dari teori hak kodrati 
(natural right theory). Bermula teori hukum kodrati (natural law theory).
1
  
       Dalam perspektif Barat Hak Asasi Manusia ialah karena ia semata-mata 
manusia, tindak tanduknya merupakan sifat kemanusiaannya dan hak kodrati 
yang diberikan Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak-hak kodrati 
tersebut untuk melindunginya secara universal maka PBB membuat aturan 
DUHAM. Di dalam Pasal 29 DUHAM No.A/Res/217 10 Desember 1948 
menyebutkan bahwa: 
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(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat 
satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya   
dengan bebas dan penuh. 
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap 
orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat 
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan 
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, 
ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat 
yang demokratis. 
(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan 
bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan 
dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa
2
. 
 
 Jika kita telaah maksud di ayat pertama maka dapat difahami bahwa 
dimanapun seseorang berada baik tinggal menetap ataupun sementara 
dengan berbagai maksud yaitu kewajiban untuk patuh pada tata aturan di 
tempat tersebut dalam hal pembatasan hak-haknya sebagai individu yang 
utuh. Dalam hal ini lebih ditekankan pada lingkup regional, mencakup 
suku; adat istiadat serta nilai-nilai dan norma-norma yang tidak tertulis. 
Pasal 30 DUHAM No.A/Res/217 10 Desember 1948 
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan 
memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk 
terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang 
bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun 
yang termaktub di dalam Deklarasi ini.
3
 
 
 Pasal pamungkas ini semakin menegaskan bahwa negara sekalipun tidak 
boleh mengganggu gugat hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Sebuah 
negara sekalipun akan diberikan sanksi yang berat jika telah terbukti 
melakukan pelanggaran HAM. Kemudian ayat terakhir pasal ini menyebutkan 
bahwa penafsiran termasuk di dalamnya ratifikasi sesuai relativisme budaya 
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negara tersebut, kemudian individu ataupun kelompok atas haknya untuk 
terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan isi DUHAM No.A/Res/217 
10 Desember 1948 . 
       Jika kita perhatikan maka individu sebagai anggota masyarakat dalam 
meaksanakan hak-haknya sebagai manusia ditekankan bahwa terikat pada 
mayarakat, yang mana harus menghormati hak orang lain dan tidak boleh 
bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, serta dilarang merusak hak-
hak dan kebebasan tersebut baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam hal 
ini dapat ditafsirkan bahwa hak-hak asasi seorang individu sangat diutamakan 
sebagaimana kodratnya sebagai manusia. Berbeda halnya dengan konsepsi hak 
dan kewajiban seseorang dalam Islam dan hak asasi manusia dalam Islam. Seperti 
konsepsi manusia pada ayat tersebut di bawah ini: 
                                                                                                 
                           
                                                                              
     “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat:‟Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi.‟ Mereka berkata:‟Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?‟ Tuhan 
berfirman:‟Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.” (QS.Al Baqarah (2) : 30)4  
 
       Berdasarkan ayat di atas dalam perspektif Al Quran, manusia adalah 
makhluk yang dipilih Allah SWT . untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. 
Manusia merdeka, memegang amanat Allah SWT, dan bertanggung jawab atas 
dirinya sendiri dan atas dunia. Manusia telah diberi mandat untuk 
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memanfaatkan secara halal anugerah alam ini, tetapi ia harus mempertanggung 
jawabkan kepada Tuhannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      Pertanggung jawaban yang dituntut dari seseorang haruslah didahului oleh 
kebebasan memilih. Kebebasan adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung 
jawab. Kebebasan juga harus dipandang sebagai penghormatan terhadap harkat 
dan martabat manusia sebagai hamba dan khalifah-Nya di bumi. Pelanggaran 
dan penindasan terhadap harkat dan martabat manusia adalah tindak kejahatan 
kepada kemanusiaan universal atau hak-hak asasi manusia. 
      Manusia tidak diperbolehkan semena-mena dalam menggunakan haknya. 
Selain mempunyai hak-hak dasar, manusia juga mempunyai kewajiban-
kewajiban dasar kepada Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lain. Kewajiban 
dasar manusia apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan tegaknya hak 
asasi manusia. Dalam perspektif Islam, kewajiban kepada Allah Swt lebih 
didahulukan daripada hak, sebagaimana termaktub dalam Al Quran.
5
  
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.” (QS.adz Dzariyat (51): 56).6 
                                                    
      Dalam Islam hak-hak manusia tidak bersifat absolut. Karena yang bersifat 
absolut hanya milik Allah. Alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah, 
termasuk manusia di dalamnya. Seperti halnya yang tersebut pada Pasal
 
24 DC  
No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993):”Segala bentuk hak dan kebebasan yang 
ditetapkan dalam deklarasi ini bersumber dari syariat Islam. Maka dalam 
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Pasal 24 DC No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) ini menjelaskan bahwa 
segala bentuk hak asasi manusia yang termaktub dalam deklarasi ini sesuai 
dengan ajaran hukum dalam Agama Islam.  
       Kemudian ditegaskan kembali oleh Pasal 25 
No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) penjelasannya, pengklarifikasiannya 
maupun batasan serta ruang lingkupnya adalah sesuai dengan hukum dalam 
Agama Islam. Disebutkan bahwa:”Syariat islam adalah satu-satunya sumber 
untuk penjelasan atau pengklarifikasian  dalam deklarasi ini.”  
       Sehingga dalam Islam segala hak asasi itu bersumber dari syariat Islam 
dan dijelaskan oleh syariat Islam, sehingga tentunya sesuai ayat-ayat Al Quran 
dan Sunnah yang mana menjadi sumber ajarannya. 
      Hak asasi manusia dalam konsepsi Islam dipahami sebagai aktifitas 
manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Sedangkan dalam 
pemahaman barat, hak asasi manusia ditentukan oleh aturan-aturan publik demi 
terciptanya perdamaian dan keamanan semesta alam.
7
  
       Seiring perjalanan sejarah, instrumen-instrumen HAM semakin 
berkembang dalam berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenan di 
dunia internasional. Perlindungan HAM selanjutnya digunakan sebagai salah 
satu norma standar syarat berhubungan dengan negara luar, khususnya negara-
negara Barat. Dengan modal kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan 
negara-negara dunia ketiga yang non-komunis kepada bantuan ekonomi Barat, 
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menimbulkan dominasi negara Barat dan standar Barat dalam penilalaian 
terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama negara dunia ketiga. 
    Namun, negara dunia ketiga bukan tanpa perlawanan. Dengan legitimasi 
konsep keanekaragaman budaya, negara-negara non Barat mencoba 
membendung standar Barat dalam menilai perlindungan HAM di dunia.
8
 
      Hal ini lebih-lebih didasari bahwa beberapa poin dalam pasal-pasal 
DUHAM belum mampu  mengakomodasi seluruh negara dalam PBB, terutama 
negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti pasal 16 
No.A/Res/217 10 Desember 1948 perihal kebebasan perkawinan beda agama 
dan pasal 18 No.A/Res/217 10 Desember 1948 tentang hak kebebasan keluar 
masuk agama. Kedua pasal ini dalam pandangan kebanyakan kalangan Islam 
telah menabrak larangan ajaran Islam (haram) perihal perkawinan beda agama 
dan murtad. 
Pasal 16 DUHAM No.A/Res/217 10 Desember 1948berbunyi: 
(1) Laki-laki dan permpuan dewasa, tanpa ada    pembatasan apapun 
 berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk 
 menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 
 sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat 
 berakhirnya perkawinan;  
(2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan 
 persetujuan penuh dari pihak yang hendak melakukan perkawinan
9
 
 
       Pasal di atas mengandung ajaran dan membuka peluang yang melegalkan 
perkawinan beda agama dan pernikahan tanapa wali dan saksi. Meskipun 
terdapat perbedaan pendapat di internal kalangan Islam sendiri yang akan 
dijelaskan di bab-bab selanjutnya namun yang maklum dipahami oleh 
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pandangan mayoritas muslim kini bahwa kedua hal tersebut diharamkan atau 
tidak dilegalkan dalam Islam, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan 
ajaran Islam. 
Sedangkan, Pasal 18 DUHAM No.A/Res/217 10 Desember 1948 
berbunyi: Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama; hak ini  mencakup kebebasan untuk 
berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan 
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, 
pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun  bersama-sama dengan 
orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.
10
 
 
       Pasal di atas juga dinilai bertentangan dengan ajaran Islam yang 
menghukumi orang Islam yang berpindah agama sebagai murtad. Dalam 
pemahaman fiqh klasik, status murtad mempunyai konsekuensi pelegalan 
untuk dibunuh, meski dalam beberapa pemahaman tidak lepas dari konteks 
zaman kala itu. Pasal di atas, yang melegalkan seseorang untuk murtad 
dianggap oleh pemikir Muslim bertentangan dengan doktrin Islam. 
       Tak ayal, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi 
Islam sedunia (OKI) membuat poros baru yang merumuskan HAM berbasis Al 
Quran dan Sunnah Nabi yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5 Agustus 
1990. Rumusan ini berjumlah 25 pasal yang selanjutnya disebut Cairo 
Declaration (Deklarasi Kairo). Deklarasi ini tidak membentuk rumusan HAM 
baru, tetapi mengoreksi pasal-pasal yang menyimpang dari prinsip-prinsip 
Islam, seperti pasal 16 dan 18 No.A/Res/217 10 Desember 1948. Demikian 
pula konsep lainnya yang memberikan kebebasan tanpa batas moral Islam 
seperti homoseksual, lesbianisme, aborsi, dan sejenisnya. Bagi pasal-pasal 
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yang tidak bertentangan dengan pinsip ajaran Islam diberi landasan Al Quran 
dan Hadits.
11
 
       Namun pengaruh negara-negara anggota OKI yang sangat kecil dalam 
percaturan politik internasional membuat Deklarasi Kairo hanya sebatas 
kesepakatan moral belaka tanpa mampu mengimbangi dominasi standar  Barat 
dalam masalah HAM.
12
 
      Sehingga kedua konvensi tersebut memiliki konsepsi, sejarah pembentukan 
serarta ruang lingkup yang berbeda. Namun dari keduanya kita dapat 
menemukan persamaan hak-hak asasi manusia yang dijamin pada kedua 
konvensi tersebut. Kemudian juga terjadi kontraversi dikarenakan DUHAM 
No.A/Res/217 10 Desember 1948 khususnya Pasal 16 dan 18 oleh para 
cendikiawan muslim diaanggap telah tidak sesuai dengan syariat Islam 
sehingga dibuatnya DC No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993). Meninjau latar 
belakang permasalahan tersebut di atas , maka penulis tertarik untuk 
membawakan judul Proposal Penulisan Hukum berupa:”ANALISA 
KOMPARATIF PRINSIP NON-DISKRIMINASI HAM DALAM 
PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT.”  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perbandingan Prinsip Non-diskriminasi Hak Asasi Manusia 
menurut Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (DC) 
No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM) No.A/Res/217 10 Desember 1948. 
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2. Bagaimana implikasi hukum pengaturan Prinsip Non-diskriminasi Hak 
Asasi Manusia menurut Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam 
Islam (DC) No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) dan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) No.A/Res/217 10 Desember 1948. 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji Prinsip Non-diskriminasi HAM dalam 
Islam yang terdapat dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Islam (DC) No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) dan HAM Barat 
yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
No.A/Res/217 10 Desember 1948. 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi Prinsip Non-diskriminasi Hak 
Asasi Manusia dalam Islam yang terdapat dalam Deklarasi Kairo tentang 
Hak Asasi Manusia dalam Islam (DC) No.A/CON.157/PC/62/Add.18 
(1993) dan HAM Barat yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (DUHAM) No.A/Res/217 10 Desember 1948. 
D. Manfaat Penelitian 
    1. Bagi Penulis 
       Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan
13
 serta 
 pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori hukum, 
 khususnya Hukum Hak Asasi Manusia, juga merupakan syarat akademis 
 penulis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum. 
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   2. Bagi Penegak Hukum dan Akademisi 
         Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan 
 pengetahuan bagi penengak hukum dan akademisi. 
    3. Bagi Masyarakat 
         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 
luas kepada masyarakat, seperti apa prinsip-prinsip dasar Hak Asasi 
Manusia dalam perspektif Barat dan Islam. 
E. Kegunaan Penelitian 
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada        
pembaca guna kepentingan perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum 
Hak Asasi Manusia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan 
dan pengetahuan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang 
sejenis di waktu yang akan datang. 
F.  Metode Penulisan 
 1. Metode Pendekatan 
       Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu membandingkan 
hukum sebagai norma dalam masyarakat.
14
  Berdasarkan hukum hak 
 asasi  manusia perspektif Barat pada DUHAM No.A/Res/217 10 
Desember 1948 dan HAM Islam dalam DC No.A/CON.157/PC/62/Add.18 
(1993). 
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 2. Jenis Bahan Hukum 
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 
hukum positif atau peraturan perundang-undangan yaitu  Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM  No.A/Res/217 10 Desember 
1998) dan Deklarasi Kairo tentang  Hak Asasi  dalam Islam (DC 
No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993), Al Quran, Hadits. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan     
hukum primer berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang 
berkaitan dengan penulisan ini.      
c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang yang diperoleh dari Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. 
   3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
       a. Studi Dokumen, melakukan kegiatan pengumpulan data dengan 
 penelusuran    deklarasi-deklarasi. 
       b. Studi Kepustakaan, melakukan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari 
 Kitab Keagamaan, literatur (buku) dan jurnal yang mendukung penelitian. 
       c. Studi Internet dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan melalui 
 internet untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 
   4. Teknik Analisa Bahan Hukum 
        Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini 
 ialah  analisa perbandingan (comparative analysis)
15
 yaitu dengan 
 membandingkan dua deklarasi untuk dikaji prinsip-prinsip yang 
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 terkandung di dalamnya serta bagaimana implikasinya, berdasarkan 
 Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia (DUHAM No.A/Res/217 10 
 Desember 1998) dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi  dalam Islam (DC 
 No.A/CON.157/PC/62/Add.18 (1993) selanjutnya diuraikan secara 
 deskriptif atas analisis normatif antara dua buah perspektif aturan yang 
 berbeda. Kemudian diinerpretasikan secara sistematis dan analogi. 
G. Sistematika Penulisan 
      Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara tersusun 
berurutan mulai dari Bab I sampai Bab IV dengan uraian sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 
teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
16
 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang kajian teori hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai analisa 
komparatif prinsip non-diskriminasi HAM dalam perektif Islam dan 
Barat. Berupa tinjauan umum hak asasi manusia, prinsip-prinsip 
dalam hak asasi manusia, konsep perbandingan hukum dan 
implikasi. 
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 BAB III: PEMBAHASAN 
Bab ini memuat pembahasan atas perbandingan Prinsip non-
Diskriminasi Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi  Manusia (DUHAM No.A/Res/217 10 
Desember1998) dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi  dalam 
Islam (DC No.A/CON.15/PC/62/Add.18 (1993)).  
BAB IV: PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis
17
 tentang
perbandingan   Prinsip non- Diskriminasi antara  DUHAM 
No.A/Res/217 10 Desember1998 DC No.A/CON.15/PC/62/Add.18 
(1993). 
17
 Ibid. 
